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vABSTRAK
Dian Eka Putri Ismail (B 111 13 025), Hak Restitusi bagi Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Dibawah
bimbingan Slamet Sampurno sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa
sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan
hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (Human
Trafficking) dan pemenuhan hak restitusi dalam putusan Pengadilan
Negeri Makassar.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan
Kejaksaan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber
pada instansi tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan studi
kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, putusan pengadilan,
literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peranan penegak hukum
yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal dalam
memperjuangkan hak restitusi korban. Selanjutnya, kendala dari peraturan
perundang-undangan yang tidak memiliki peraturan pelaksanaan dan
dimuatnya pidana kurungan sebagai pengganti dari restitusi serta
kesadaran hukum korban dan kemampuan terdakwa membuat
pemenuhan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana
perdagangan orang. (2) Dari studi kasus yang dilakukan penulis, tidak ada
satu pun putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan
hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada
korban.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di Asia Tenggara.
Secara geografis, Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia
dan Benua Australia serta terletak diantara dua samudera yaitu Samudera
Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia terletak
pada posisi yang strategis dengan berada di jalur perdagangan dan
pelayaran internasional. Namun potensi geografis Indonesia ini dapat
menjadi suatu ancaman sebagai jalur lalu lintas kriminal. Fenomena
kejahatan yang semakin berkembang pada level yang jauh lebih canggih
membawa pengaruh di berbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi,
sosial budaya, dan salah satu yang turut berkembang pesat adalah
masalah perdagangan orang (human trafficking).
Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap
martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa
ditentukan harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkan, dikurung,
dan ditempatkan tanpa mempertimbangan kebutuhannya sebagai
2manusia.1
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai
negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang
lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat
internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). 2 Pengaturan perdagangan orang secara
internasional telah tercatat dalam beberapa konvensi diantaranya:
1. International Convention for The Suppression of White Slave Traffic
(Konvensi Internasional utuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit
Putih) Tahun 1910.
2. International Convention for The Suppression of Traffic in Women and
Children (Konvensi Internasional untuk Menghapus Perdagangan
Perempuan dan Anak) Tahun 1921.
3. International Convention for The Suppression of Traffic in Women of
Full Age (Konvensi Internasioanl untuk Menghapus Perdagangan
Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts
1 Candra Muzaffar dkk, 2007, Human’s wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM,
Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 401.
2 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tndak Pidana Perdagangan Orang. I. Umum.
3Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan) tahun 1979 yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
5. Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Traffikking in Persons, Especially Women and Children, Supplement
the United Nation Convention Againtst Transnational Organization
Crime/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum
(Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak)
Tahun 2000.
Perdagangan orang kini tidak hanya menjadi perhatian domestik,
namun telah menjadi isu universal yang kian kompleks dan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatannya seperti tak terelakkan,
tak ada jeda waktu untuk mencegah atau menghentikannya. Perdagangan
orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran
harkat dan martabat manusia, terutama bagi kaum perempuan dan
anak-anak yang rentan diperdagangkan.
International Organization for Migration (OMI) mencatat pada periode
Maret 2005 hingga Desember 2014, jumlah perdagangan orang atau
human trafficking yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang. Angka
ini menjadi jumlah paling besar diantara negara-negara tempat terjadiya
4human trafficking di dunia. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati
posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen,
dengan rincian korban wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa
4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa
sebanyak 647 orang. Sisanya 18 persen merupakan lelaki yang mayoritas
mengalami ekploitasi ketika bekerja sebagai anak buah kapal (ABK).3
Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hukum sebagai agent of
chance seharusnya dapat mengatasi atau mewaspadai segala bentuk
perubahan sosial maupun kebudayaan dalam kehidupan masyarakat.
Fungsi sosial terpenting suatu negara dalam masyarakat modern adalah
meningkatkan citra kesadaran sosial.
Di Indonesia upaya untuk menangani masalah human trafficking
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini
diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam menjerat
pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus melindungi hak-hak
3http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjad
i-di-indonesia.
5korban.
Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan situasi psikologis
adalah penyebab utama terjadinya perdagangan orang. Bentuk-bentuk
eksploitasi yang sering dijumpai diantaranya dengan cara memperlakukan
korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik eksploitasi seksual,
perbudakan atau bentuk-bentk perbudakan modern, translantasi organ
tubuh untuk tujuan komersial, hingga penjualan bayi yang dimaksudkan
untuk tujuan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku
perdagangan orang.
Umumnya korban perdagangan orang adalah mereka para pekerja
seks komersial di wilayah lokalisasi. Para pelaku (traffickers) biasanya
menggunakan berbagai cara untuk menarik dan mengendalikan korbannya,
termasuk janji-janji pekerjaan dengan gaji tinggi, jeratan utang, tekanan
masyarakat dan keluarga, ancaman kekerasaan, hingga pencarian bakat
untuk tampil sebagai model atau pengisi acara hiburan.
Pelaku perdagangan orang itu sendiri adalah :
1. Mucikari yang mengelola rumah bordir;
2. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah,
penurut, dan mudah diatur;
3. Pengusaha panti pijat, karaoke dan tempat hiburan malam
lainnya;
4. Para pebisnis dibidang wisata yang juga menawarkan jasa
layanan wisata seks;
65. Sindikat obat-obatan terlarang yang memerlukan jasa pengedar
untuk memperluas jaringan;
6. Keluarga yang mengadopsi anak untuk tujuan tertentu.4
Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat
berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak
jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari
pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan
seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk
mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para
korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami.
Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan
keluarga.
Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana
memperkuat keberpihakan pada korban. Masalah perlindungan terhadap
korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati,
karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan
dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan
yang dihadapi.
Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari
keadilan selama ini terabaikan. Korban tidak diberikan kewenangan dan
4 Round Table Discusion, 2002, Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan
Anak, Jakarta, hlm. 23
7tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan
sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan
memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kaitan
pemeriksaan suatu tindak pidana, sering kali korban hanya diposisikan
sebagai pemberi kesaksian, sebagai pelapor dalam proses penyidikan,
dan sebagai sumber informasi, atau sebagai salah satu kunci penyelesaian
perkara.5
Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif,
pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment
of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. 6
Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang jika dibandingkan
dengan tersangka/terdakwa. Padahal korban dengan mayoritas
perempuan dan anak-anak merupakan tunas penerus bangsa yang
hak-haknya juga harus dilindungi dan diperhatikan. Penderitaan fisik dan
psikis yang dialami korban dianggap hanya relevan untuk dijadikan
instrumen penjatuhan pidana kepada pelaku sedangkan hal tersebut tidak
ada hubungannya dengan penderitaan korban.
Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana
5 Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan
Antara Norrma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26-27.
6 Maya Indah S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi,
Kencana: Jakarta, hlm. 97.
8perdagangan orang (human trafficking) adalah mendapatkan restitusi.
Pengertian restitusi itu sendiri adalah pembayaran ganti kerugan yang di
bebankan pada pelaku berdasarkan putusan pegadilan yang berkekuatan
hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita
korban atau ahli warisnya. 7 Hal ini pun mendapat pengakuan dalam
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 25 ayat 1 yang
menyatakan :
“Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai
untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya seta keluarganya,
termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta
pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada
masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut
usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar
kekuasaannya.”
Saat ini telah banyak aturan perundang-undangan yang
mencantumkan restitusi diantaranya: Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7 Lihat Pasal 48.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
9Namun dalam pelaksanaannya proses penegakan hukum terkait
restitusi belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan
sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang
dialami korban untuk ganti rugi (restitusi). Selain itu, regulasi restitusi
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20007 tidak merumuskan metode
perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk
menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya
pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakann
guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam
mengakomodasi perlindungan terhadap korban.
Berdasarkan penjelasan diatas, penulis akan melakukan studi
analisa kasus dalam sebuah penelitian yang dituangkan ke dalam skripsi
yang berjudul “HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan
permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini :
1. Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak
restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (human
10
trafficking)?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang (human trafficking) dalam Putusan Pengadilan
Negeri Makassar ?
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai beikut :
1. Untuk mengetahui peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan
hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (human
trafficking).
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang (human trafficking) dalam Putusan Pengadilan
Negeri Makassar.
Kegunaan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap
masyarakat umum mengenai perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perdagangan orang agar korban mendapatkan
hak-haknya dalam hal restitusi.
11
2. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
pengembangan ilmu hukum dalam penanganan tindak pidana
perdagangan orang khususnya terkait pemenuhan hak restitusi bagi
korban.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Korban
1. Pengertian Korban
Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara
fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis,
pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK, bahwa
yang dinyatakan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak
pidana”.8
Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka
yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain
yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang
bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.9
8 Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
9 Andi Hamzah, 1986, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, hlm. 33.
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Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban
adalah:
“Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita
kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi,
atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental,
melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di
masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.10
Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya
disingkat UU PTPPO, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa “korban adalah
seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual,
ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan
orang.
Dengan mengacu pada pengertian korban diatas, dapat dilihat
bahwa korban tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang
secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yaang
menimbulkan kerugian/pendertaan, bahkan lebih luas lagi termasuk
didalamnya keluarga atau tanggungan langsung dari korban maupun
orang-orang yang membantu korban mengatasi penderitaannya.
Dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008
10 Muladi, 2000, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 108.
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tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan
Korban selanjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 2008, didefinisikan bahwa
“korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."
Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002
tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam
Pelanggaran HAM yang Berat selanjutnya disingkat PP No. 2 Tahun 2002,
mendefinisikan:
“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”
Dari berbagai definsi diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada satu
pengertian yang baku mengenai korban, namun pada hakikatnya adalah
sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan pengertian
korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam
perundang-undangan, tergantung sebagai korban tindak pidana apa,
misalnya perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan
sebagainya.11
11 Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm. 10.
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2. Tipologi Korban
Berdasarkan tingkat kesalahan korban Mendelsohn membuat suatu
tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi enam tipe, yaitu :
a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
b. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
c. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan
pembuat kejahatan;
d. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat
kejahatan;
e. Korban yang salah sendiri; dan
f. Korban karena imajinasinya sendiri.12
Menurut keadaan dan status korban, korban dibagi menjadi enam
tipe, yaitu :
1. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama
sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat.
Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
2. Provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong
dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana
korban juga sebagai pelaku;
3. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi
dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
12 Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan
Viktimologi, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 34.
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4. Biologically victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan
yang menyebabkan ia menjadi korban;
5. Socially weak victims, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan
sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
6. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena
kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius,
aborsi, judi, prostitusi.13
Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban
menurut Sellin dan Wolf, yaitu :
1) Primary victimization, yaitu korban berupa individual atau
perorangan (bukan kelompok);
2) Secondary victimization, yitu korban kelompok, misalnya badan
hukum;
3) Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas;
4) No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui,
misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu
produk.14
Menurut Bambang Waluyo, korban dapat dibedakan atas korban
“murni” dan korban tidak “murni” dari suatu kejahatan. Korban murni
artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya.
Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Mengapa
13 Dikdik Arif Mansyur dan Elistaris Gultom, op.cit., hlm. 50.
14 Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Graha
Ilmu, Yogyakarta, hlm. 54.
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menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan,
kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin akibat dari kelalaian
negara untuk melindungi warganya. Sedangkan perkembangan global,
faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain,
memungkinkan adanya korban tidak “murni. Disini korban tersangkut atau
menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi
pelakunya.15
Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok
lain melakukan kejahatan terhadapnya. Ada kejahatan yang disadari tetapi
ada pula kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya,
sama halnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, Korban
menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap
dirinya dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga
menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.16
Dengan klasifikasi korban di atas maka dapat diketahui peranan atau
tingkat keterlibatan korban atau kesalahan korban dalam suatu tindak
pidana. Hal ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam
kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan.
15 Bambang Waluyo, op. cit., hlm. 19.
16 Farhana, 2010, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
hlm. 154.
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3. Perlindungan Hukum terhadap Korban
Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu
mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban
diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh
perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya
immateril maupun materil. Korban justru tidak memperoleh perlindungan
sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.17
Isu perlindungan korban kejahatan didasarkan pada penghormatan
dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penjabaran HAM
berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa
undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 8 UU PSK:
“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau
Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang ini.”
Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:
1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan ini
berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan
hukum seseorang.
2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum
atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal
ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa
pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan
17 Dikdik Arif Mansyur dan Elistaris Gultom, op.cit., hlm. 24-25.
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batin (pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi,
kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan
sebagainya.18
Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang
bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).
Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk
perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti
rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara
konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi
maupun kompensasi.
UU PSK menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam
memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. 19
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi
pada Bab V, Pasal 34 yang menegaskan bahwa:
a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia
yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oeh para penegak
hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan,
18 Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT. Alumni,
Bandung, hlm. 78.
19 Lihat Pasal 4 UU PSK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
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terdapat dua model pengaturan yaitu:
1. Model hak-hak prosedural (the prosedural rights model), disini korban
diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian
perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana,
membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada
tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait
didalamnya termaasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa
lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. Di Prancis
model ini disebut Partie Civile Model atau Civil Action Model. Disini
korban diberi hak juridis yang luas untuk menentukan dan mengejar
kepentingan-kepentingannya.
2. Model pelayanan (the services model), disini tekanan ditujukan pada
perlunya diciptakan standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan,
yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman
dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka
penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi
pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan
korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang
sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi
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dan para penegak hukum lainnya.20
Kedua model tersebut memberi peluang yang dapat dikembangkan
dalam upaya memberikan perlindungan pada korban kejahatan.
Keuntungan model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi
perasaan korban dan masyarakat sehingga fungsi pidana dapat berjalan
baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama polisi, jaksa, dan korban
sebagai kesatuan elemen dlm mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.
Namun kelemahannya, model ini dapat menciptakan konflik antara
kepentingan pribadi korban dan kepentingan umum. 21 Selain itu
keterlibatan korban yang didasarkan atas pemikiran yang emosional akan
menimbulkan upaya pembalasan sehingga suasana peradilan yang bebas
dan asas praduga tidak bersalah dapat terganggu.22
Dari kedua model tersebut, Muladi cenderung memilih model
pelayanan. Keuntungan dari model pelayanan ini korban akan merasa
dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil.
Korban tidak perlu aktif dan lebih mengutamakan berpegang pada
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, op.cit., hlm. 78-80.
21 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbitan Universitas
Diponegoro, Semarang, hlm. 67.
22 Lilik Mulyadi, 2007, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi,
Penerbit Djambaran, Jakarta, hlm. 123.
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pedoman baku yang dikelola oleh aparat sehingga dapat menghemat
biaya.23
B.  Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Berdasarkan literatur, untuk pengertian “strafbaarfeit” terdapat
banyak istilah yang digunakan antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana,
peristiwa pidana atau delik. Istilah tindak pdana yang paling sering dijumpai
sebagai istilah yang dibakukan. Tindak pidana yang dalam bahasa
Belanda disebut straafbarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang
diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan
boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan
perbuatan.
Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam
undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan
dengn kesalahan. Orang yang melakukan perbutan pidana akan
mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia
melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada
waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan
23 Ibid, hlm. 68.
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pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.24
Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan
“strafbaarfeit” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. (KUHP) tanpa memberikan penjelasan
tentang apa yang dimaksud dengan perkataan straafbarfeit, sehingga
timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang
dimaksud.dengan straafbarfeit tersebut, seperti yang kemukakan oleh
Hamel dan Pompe.
Hamel mengatakan bahwa: “Straafbarfeit adalah kelakuan orang
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat
melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan
kesalahan. 25 Sedangkan menurut Pompe yang dimaksud straafbarfeit
adalah:
“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum)
yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”
Ada beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (straafbarfeit)
menurut pemdapat ahli adalah sebagai berikut:
24 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta, hlm. 22.
25 Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 37.
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Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana mengartikan
yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana
disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa
melanggar larangan tersebut.” 26 Selanjutnya Moeljatno berpendapat
bahwa:
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum
dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu
diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang,
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadian tersebut.”27
Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak
pidana adalah “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang
dilarang dan diancam dengan pidana”.28 Sedangkan Wiryono Projodikoro
menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat
dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek
pidana.29
26 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita,
Jakarta, hlm. 77.
27 Ibid, hlm. 56.
28 Barda Nawawi arief, 2002, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm. 109.
29 Wiryono Prodjodikoro, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta,
hlm. 50.
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Untuk mengenakan pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.
Syarat-syarat tertentu ini lazim disebut dengan unsur-unsur tindak pidana.
Membicarakan unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan
setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari
sudur Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para
ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut
Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan
perundang-undangan yang ada.30
Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya
dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi
menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur
subyektif artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan yang
dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.31
30 Adami Chazawi, 2000, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.
79.
31 Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hlm. 193.
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Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana itu adalah:
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging;
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,
pemalsuan;
4. Merencanakan lebih dulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340
KUHP.
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.32
Sedangkan Simons merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana
adalah sebagai berikut:
1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.33
Salah satu hal yang penting dalam merumuskan suatu tindak pidana
adalah sifat melawan hukumnya. Melawan hukum secara doktriner
diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar
hukum tertulis misalnya Undang-undang dan hukum tidak tertulis misalnya
hukum adat, tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi
terhadap tindak pidana tersebut. Menurut Hoffman, suatu perbuatan
dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat
32 Ibid. hlm. 194
33 Ibid.
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unsur utama yaitu:
1. Harus ada yag melakukan perbuatan;
2. Perbuatan itu melawan hukum;
3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain;
4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan
kepadanya.34
C.  Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human
Trafficking)
Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan
tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah trafficking merupakan
isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat
dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari
“trading” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata
yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan
istilah trafficking.35
Secara Internasional, pengaturan tentang perlindungan korban
perdagangan manusia di atur dalam Protokol Palermo (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Traffikking in Person, Especially Women and
34 Komariah Emong Sapardjaja, 2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum
Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Alumni,
Bandung, hlm. 34.
35 Rachmad Syafaat, Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di
Jawa Timur, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, hlm. 11.
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Children, Supplement the United Nation Convention Againts Transnational
Organization Crime/ Protokol tentang Mencegah, Menindak dan
Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan
Anak) mendefinisikan :
“Perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan,
penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau
penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan,
penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaaan
kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima
pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh
persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk
tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, ekploitasi untuk
melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari ekploitasi seksual,
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa
perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.”
Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang
dianggap baru dalam sistem hukum di Indonesia, sekalipun bentuk
perbuatan sudah ada sejak lama. Hal ini dikarenakan UU PTPPO baru
muncul dan disahkan pemerintah pada tanggal 19 April 2007 dalam
Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.36
Dalam Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO menyebutkan pengertian
perdagangan orang yaitu:
“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
36 Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagngan Orang
29
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Kata “eksploitasi” dalam Pasal 1 UU PTPPO dipisahkan dengan
“eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai:37
“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”
“Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh
seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan
keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
pelacuran dan pencabulan.”
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
perdagangan orang adalah sebagai berikut:
1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi,
pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
2. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau
penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain,
penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian
atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh
persetujuan.
37 Lihat Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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3. Ada tujuan atau maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan
maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.38
Definisi perdagangan orang dalam UU PTPPO diatas memang
memiliki kesamaan dengan definisi perdagangan orang yang diatur dalam
Protokol Palermo. Perbedaan keduanya terdapat pada adanya
penambahan bentuk perdagangan orang berupa penjeratan utang di UU
PTPPO. Kemiripan ini dapat dipahami mengingat salah satu pendorong
lahirnya UU PTPPO untuk merespon dan mewujudkan komitmen
Indonesia untuk melaksanakan Protokol Palermo.
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (Human Trafficking)
Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi umum  meliputi:
eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi
anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan
perdagangan organ tubuh manusia.
Penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo juga
diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:
a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga;
b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang
serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke);
c. Dijadikan sebagai pelacur;
d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri
pornografi;
38 ACILS-IMC-USAID, Panduan Pensnganan Anak Korban Perdagangan Manusia,
Lembaga Advokasi Hak Anak, Bandung, hlm. 11.
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e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan
terlarang;
f. Bekerja di luar negeri;
g. Kawin kontrak;
h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis;
i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan
wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang
tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya
mereka harus mengganti dengan bayi mereka;
j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit;
k. Penipuan dnegan kedok penawaran kerja yang tidak berat
dengan iming-iming gaji yang tinggi;
l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang
ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur;
m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki kerterbatasan
ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan
biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil
paksa oleh pelaku untuk dperdagangkan;
n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu
yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan
keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.39
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Human Trafficking)
Perdagangan orang (Human Trafficking) sudah merupakan
kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia
sejak dulu hingga sekarang. Perdagangan orang secara eksplisit telah
dikriminalisasi dalam hukum Indonesia yang diatur dalam KUHP dan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
39 Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Indonesia Court Report: Human Trafficking, Universitas
Indonesia, Human Right Center, Jakarta, hlm. 44.
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selanjutnya disingkat UU HAM. Perdagangan orang tersebut secara
eksplisit dalam KUHP dan UU HAM, sebagai berikut:
Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa: “Perdagangan wanita dan
perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa diancam, dengan
pidana penjara paling lama enam tahun.” Sedangkan Pasal 65 UU HAM
menyatakan bahwa : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan
dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan
anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya.”
KUHP dan UU HAM tidak memberikan definisi secara resmi dan
jelas tentang perdagangan orang sehinggga dalam praktiknya
pasal-pasalnya sulit untuk digunakan dan tidak memberikan perlindungan
terhadap korban dan saksi-saksi serta kompensasi untuk korban. Selain itu,
ancaman hukumannya dianggap masih terlalu ringan, yaitu Pasal 297
KUHP dengan ancaman hukuman 0-6 tahun penjara dan UU HAM tidak
ada sanksi.
Di dalam UU HAM dan di dalam KUHP hanya mengatur masalah
perdagangan secara umum maka pemerintah melakukan upaya
perlindungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
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Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
UU PTTPO mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi
dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari
proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi
yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar
wilayah dalam negeri maupun antar negara dan baik yang dilakukan
perorangan, kelompok maupun korporasi. Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO
mngatur mengenai sanksi bagi setiap pelaku tindak pidana perdagangan
orang yang berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
penanggulangan perdagangan orang diatur pula dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disingkat UU
Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan untuk perdagangan anak.
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Pasal 83 UU Perlindungan Anak menyebutkan:
“Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,
penjualan, dan/atau perdagangan anak40 dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”
Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat
dalam UU PTPPO daripada UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17
disebutkan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU PTPPO, dilakukan terhadap anak, ancaman
pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling
singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
D.  Restitusi
1. Pengertian Restitusi
Restitution (restitusi) merupakan bentuk perlindungan hukum secara
materil. Romli Atmasasmita memaparkan bahwa di masa abad
pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada
masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan personal reparation
40 Lihat Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
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atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang
yang telah melakukan tindak pidana atau offender atau keluarganya
terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana
tersebut.41
Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO dijelaskan bahwa yang
dimaksud restitusi adalah: “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
ahli warisnya.”
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan
bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah: "ganti kerugian yang
diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga,
dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk
kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan
tertentu."
Penjelasan Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi
bahwa restitusi adalah:
“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku
41 Bambang Waluyo, op.cit., hlm. 15.
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berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum
yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”
Selama ini pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang
dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Menurut Stephen
Schafer:
“Kompensasi adalah bersifat keperdataan, timbul dari permintaan
korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan wujud
pertanggungjawaban masyarakat/negara, sedangkan restitusi
adalah bersifat pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan
dibayarkan oleh terpidana atau pelaku kejahatan, atau merupakan
wujud pertanggungjawaban terpidana.42
2. Pengaturan Hukum dan Mekanisme Restitusi
Restuitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap
akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya
adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. 43
Menurut Galeway tujuan dari kewajiban mengganti kerugian adalah:
1. Meringankan penderitaan korban,
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan
dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana,
4. Mempermudah proses peradilan,
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam
bentuk tindakan balas dendam.44
42 Adhi Wibowo, op.cit., hlm. 40-41.
43 Rena Yulia, op.cit., hlm. 60.
44 Farhana, op.cit., hlm. 121.
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Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan
korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal
14c KUHP yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan
pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana
untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat
dari tindak pidana yang dilakukan.
Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa
pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai
kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :
a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai
sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya
sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya
pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat
diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu
tahun atau pidana pengganti;
c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHAP hanya
bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.45
KUHAP juga mengatur hal yang berkaitan dengan hak korban untuk
mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang
penggabungan perkara ganti kerugian antara lain mengatur:
Pasal 98 ayat (1) KUHAP
45 Zaky Alkazar Nasution, 2008, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak
Korban Perdaganagn Manusia (Trafficking in Persons), Tesis, Magister Hukum, Universitas
Diponegoro, Semarang, hlm. 59.
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“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan
ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”
Ayat (2)
“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan
tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan
diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”
Pasal 99 ayat (1) KUHAP
“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara
gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang
kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang
kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya
yang dirugikan tersebut.”
Ayat (2)
“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang
mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau
gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya
memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah
dikeluakan oleh pihak yang dirugikan.”
Ayat (3)
“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat
kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan
hukum tetap.”
Disamping pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHAP,
perundang-undangan khusus di luar KUHP juga memuat pengaturan
tentang restitusi yaitu diantaranya:
39
UU Perlindungan Anak dalam Pasal 71D ayat (1) menjelaskan
bahwa: “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j
berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi
tanggung jawab pelaku kejahatan.”46
Hak atas restitusi juga diatur di dalam UU LPSK yang dtuangkan
dalam satu pasal yaitu Pasal 7A UU LPSK yang menjelaskan:
1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang
berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan LPSK.
3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau
setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap melalui LPSK.
4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK
dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat
dalam tuntutannya.
5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK
dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat
penetapan.
6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi
diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris
korban.
46 Sebagaimana penelitian ini yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d: Anak yang
diekploitasi secara ekonomi dan/atau seksual dan huruf h: Anak korban penculikan, penjualan,
dan/atau perdagangan.
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Selain kedua undang-undang diatas, UU PTPPO juga mengatur
perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan
hukum. UU PTTPO memberikan perhatian terhadap korban akibat tindak
pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus
diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur
hak korban atas rehabilitasi medis, psikologi, dan sosial.47
Hak untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO
yaitu:
1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
warisnya berhak memperoleh restitusi.
2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti
kerugian atas:
a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b) penderitaan;
c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
dan/atau
d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat
perdagangan orang.
3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam
amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana
perdagangan orang;
4) Pemberian restitusi sebagiamana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat
pertama.
5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan
terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
6) Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding
47 Farhana, op.cit., hlm. 31.
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atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusan agar
uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang
bersangkutan.
Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksankan
sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik
bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan, Penuntut
umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan
restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang
diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan
dengan tuntutan.48 Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO
menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi,
maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu)
tahun.
48 Lihat Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi
Selatan. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di berbagai
tempat diantaranya di Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar dan Kejaksaan
Negeri Makassar dengan alasan bahwa lokasi penelitian tersebut
merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya
dengan kasus perkara tindak pidana perdagangan orang dalam hal
memberikan data yang lengkap, akurat, dan memadai, serta di beberapa
tempat yang menyediakan data maupun sejumlah referensi pustaka
diantaranya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan
Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakana dalam penelitian ini adalah :
1. Data Primer,
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara
langsung terhadap pihak yang terkait.
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2. Data Sekunder
Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian pustaka, berupa
buku-buku, jurnal, bahan-bahan laporan, dokumen berkas putusan
pengadilan, berkas penuntutan, peraturan perundang-undangan, serta
bahan literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
Data ini diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A Makassar,
Kejaksaan Negeri Makassar, maupun dari Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai
berikut ;’
1) Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta
mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian
berupa literatur-literatur, berkas putusan pengadilan, berkas
penuntutan, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dan
berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan
sebagai landasan teoritis;
2) Penelitian Lapangan (Field Research)
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Yaitu dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan
langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab dengan pihak yang
bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang berkaitan
dengan judul yang ditulis.
D. Analis Data
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Peranan Penegak Hukum dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi
bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human
Trafficking)
Kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban
tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang selanjutnya disingkat UU PTPPO, yang memberi landasan hukum
materil dan formil. UU PTPPO merupakan wujud nyata dari negara dalam
memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana
perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat
kerugian yang dideritanya kepada pelaku.
Dalam memerangi perdagangan orang, penyidik Polri, Jaksa
Penuntut Umum, dan Hakim sangat berperan dalam pemenuhan hak dan
perlindungan korban. Menurut Muladi, dalam konsep pengaturan terhadap
perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan
yakni esensi kerugian yang diderita oleh korban. Esensi kerugian tersebut
tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi tetapi juga
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yang bersifat psikologis.49
Adapun peranan penegak hukum dalam implementasi pemenuhan
hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yakni
sebagai berikut:
1.1 Peran Penyidik
Dalam Penjelasan Pasal 48 UU PTPPO, mekanisme pengajuan
restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya
kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan
dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Jika korban
menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada
korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku,
misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat
diajukan sebagai dasar mendapakan restitusi (pengeluaran-pengeluaran,
pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan
bersama berkas perkaranya.
Pengumpulan informasi mengenai kerugian yang diderita korban dan
kesediaan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk mengganti
kerugian, ada ditangan polisi. Oleh karenanya polisi harus membuka
49 Muladi, op.cit, hlm. 177.
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peluang bagi korban untuk memberikan semua informasi berkenaan
dengan bukti-bukti atas kerugian yang diderita korban. 50 Hal ini juga
dengan jelas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan
Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban bahwa dalam
pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus ada
pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan
mengenai substansi perkara yang diperiksa, antara lain kerugian yang
yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan
restitusi atau pemberian ganti rugi.51
Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun
2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi
Saksi dan/atau Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang pada Bab VI
Angka 6 bahwa:
“Polisi terlatih yang berspektif HAM, gender, dan anak (Polwan Unit
PPA) setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban, atau
pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan,
menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk
50 Sondang Kristine, 2012, ”Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
1633/Pid.B//2009/PN.TK atas nama Fitriyani Binti Muradi)”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 67.
51 Lihat Pasal 17 ayat (3) poin c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan
Saksi dan/atau Korban.
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restitusi, menyerahkan berkas kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama
korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu,
di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih
khususnya menangani kasus perdagangan orang. Petugas-petugas ini
adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang
posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan
lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan
pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun
instansi pemerintah. Hal tersebut menjadi penting untuk mencegah
reviktimisasi korban karena polisi penerima laporan atau penyidik yang
kemudian ditunjuk tidak mengerti dan memahami kondisi korban tindak
pidana perdagangan orang.52
Menganalisis uraian diatas, dukungan personil kepolisian memegang
peranan yang strategis dalam memahami penanganan terhadap korban
dalam rangka mengupayakan restitusi pada kasus perdagangan orang.
Mekanisme tersebut diatas jelas menuntut peran ganda dari Penyidik
untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya
dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi Penyidik merupakan sumber
52 Farhana, op.cit, hlm. 126.
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informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut
ganti rugi pada pelaku. Sehingga fokus Penyidik tidak hanya mengejar
kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap
korban.
1.2 Peran Penuntut Umum
Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban
tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum
menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak
pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan.53
Dalam Petunjuk Teknis Pegajuan Restitusi berdasarkan Surat
JAMPIDUM No. 3618/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 Perihal
Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang:
“..... diingatkan kepada para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang
menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (trafficking ini
person) dimana korban belum mengajukan restitusi pada tahap
penyidikan : a. Agar jaksa penuntut umum memberitahukan kepada
korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti
kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan,
biaya untuk perawatan medis, kerugian lain yang diderita korban
akibat perdagangan orang; b. Dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut
umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang
diderita korban akibat perdagangan orang”. Dalam tahap
prapenuntutan, jaksa peneliti terkait berkas perkara TPPO yang
belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar
53 Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan orang.
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restitusi dijadikan sebagai substansi pemeriksaan, baik pemeriksaan
terhadap saksi korban maupun terhadap tersangka. Meminta
penyidik untuk melakukan mediasi (dilakukan bukan dalam rangka
penghentian penanganan perkara pidana), tetapi untuk mecari
kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan
kemampuan tersangka membayar restitusi. Selanjutnya pada tahap
penuntutan, apabila di tingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan
maka secara progresif jaksa penuntut umum pada saat dilakukan
penyerahan berkas Tahap ke II kembali mencoba melakukan
mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan
kemampuan tersangka/terdakwa.”
Ketentuan dalam Pasal 48 UU PTPPO dengan jelas tercantum
kewajiban Penuntut Umum memberitahukan hak korban untuk
mengajukan ganti rugi (restitusi) dimana dibandingkan dengan ketentuan
penggabungan perkara ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHAP jelas
berbeda. Dalam ketentuan tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut
Umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak
mengajukan restitusi. Kewajiban Penuntut Umum ini sangatlah penting
mengingat korban biasanya masyarakat awam yang minim pengetahuan
dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai korban untuk
mendapatkan restitusi.
1.3 Peran Hakim
Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah
restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar
putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk
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mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap
kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban
serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.
Dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menerapkannya melalui
pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Putusan ganti kerugian tidak
semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat
aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek
kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan
pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan
bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial
ekonominya.54
Berdasarkan uraian diatas, Penulis berpendapat bahwa Penyidik
maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam
pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi.
Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi
yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan
pengadilan. Bila bukti-bukti tidak diajukan oleh Penyidik ataupun Penuntut
umum, tentunya Hakim akan kesulitan memberi putusan adanya restitusi
yang akan dibebankan pada pelaku.
54 Adhi Wibowo, op.cit, hlm. 125.
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1.4  Faktor-faktor Kendala Penerapan Restitusi
Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana
perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Restitusi pada
dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah
hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan
Pasal 50 UU PTPPO. Fakta di lapangan menunjukkan implementasi atau
penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana
perdagangan orang.
Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, terdapat
sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam
perkara tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjadikan kurang
efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak
korban. Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah, yaitu:
a. Faktor Undang-undang
Hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum
agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Keberadaan suatu
perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang
sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum. Lahirnya aturan
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perundang-undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara
yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak
peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain.
Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya
pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemberian restitusi yang dapat dilihat dari berbagai peraturan
yakni PP No. 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan
Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor. 3 Tahun 2003 tentang
Kompensasi, Resrtitusi, dan Rehabiliasi terhadap Korban Pelanggaran
HAM yang Berat, KUHAP, UU PSK serta UU PTPPO. Peraturan tersebut
mengatur aspek yang sama namun dengan objek yang berbeda. Hal ini
tentunya akan menghambat pelaksanaan restitusi karena tidak adanya
standar dan prosedur yang sama dalam implementasinya.
Ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO mengenai
restitusi masih terdapat banyak kelemahan. Mekanisme pengajuan
restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) kurang
memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada
pengimplementasiannya. Hal ini dikarenakan mekanisme pengajuan
restitusi belum mempunyai peraturan lebih lanjut yang seharusnya diatur
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tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme
pengajuan restitusi dapat jelas, tegas, dan terperinci.
Di sisi lain, ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak
pidana perdagangan orang masih belum memberikan implikasi hukum
dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Pasal 50 UU
PTPPO hanya menjawab tentang daya paksa apabila pelaku tidak mampu
membayar restitusi yang dimohonkan oleh korban tindak pidana
perdagangan orang. UU PTPPO tidak mengatur bagaimana jika
seandainya pelaku berupaya menghindar (tidak mau) untuk membayar
restitusi kepada korban.
Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO menjadikan
gugurnya hak korban untuk mendapatkan restitusi. Dijelaskan bahwa jika
pelaku tidak dapat membayar restitusi maka ia dapat menjalani pidana
kurungan pengganti paling lama satu tahun. Dari permasalahan tersebut
tentunya korban akan kehilangan hak atas restitusinya. Jika putusan
restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan tersebut maka pelaku
akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling
lama hanya 1 (satu) tahun. Aturan kurungan maksimal satu tahun itu terlalu
singkat sebagai sanksi jika pelaku tidak mampu membayar restitusi.
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b. Belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Restitusi
Pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50
UU PTPPO pada kenyataannya tidak terdapat peraturan lebih lanjut
mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya. Sebagaimana dalam
PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan
Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang merupakan pelaksanaan dari
Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UU PSK.
Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan restitusi
turut mempengaruhi kualitas perlindungan hukum terhadap korban tindak
pidana perdagangan orang. Peraturan-peraturan internal dari
masing-masing instansi penegak hukum tentang bagaimana petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak
pidana perdagangan orang masih sangat kurang.
Walaupun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi55, tetapi
mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan
perundang-undangan seperti misalnya: a. siapakah dan bagaimana
menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan,
sehingga terjadi kesulitan memperoleh nominal restitusi; b. apakah
55 Lihat Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan
atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan; dan c.
apakah diperkenankan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat
mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif.56
Sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur cara menghitung
jumlah nilai uang restitusi sebagai tolok ukur/standar penilaian, maka untuk
menentukan jumlah kerugian dapat dilakukan dengan melihat nilai
kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban. Kerugian materiil
dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan
sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO, sedangkan
kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan korban
yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik
ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama; mengingat hal
tersebut belum diatur secara tegas baik dalam UU PTPPO atau dalam
peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian, dasar penilaian
melalui standar kerugian materiil dan immateriil belum mewakili
kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya
penilaian subyektif dari jaksa ataupun korban/keluarga, sehingga harus
56 https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=48&bc=.
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ada ketentuan yang mengaturnya.57
c. Kesadaran Hukum Korban
Kesadaran hukum korban menjadi kendala terhambatnya
pelaksanaan restitusi. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas
dendam dari pelaku kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang
pada akhirnya menyebabkan korban (keluarganya) enggan untuk melapor
ke pihak kepolisian atau bersaksi di persidangan.58
Rendahnya kesadaran masyarakat melaporkan kasus perdagangan
orang tersebut menyulitkan penanganannya. Kendala lainnya adalah
sebagian besar pengaturan mekanisme pemenuhan hak restitusi yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan menuntut insiatif korban
untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan seperti :
 Permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian
berdasarkan Pasal 98 KUHAP.
 Permohonan restitusi ke pengadilan melalui LPSK berdasarkan
UU PSK dan PP No. 44 Tahun 2008.
 Permohonan dan pengajuan restitusi ke penyidik dan penuntut
umum mencantumkasn dalam tuntutannya berdasarkan UU
PTPPO.59
Menganalisis hal tersebut diatas, model pengaturan yang menuntut
57 Ibid.
58 Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, op.cit, hlm 176.
59 Nur Azisa, 2015, “Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Kejahatan sebagai
Implementasi Prinsip Keadilan”, Disertasi, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar, hlm. 234-235.
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inisiatif korban kurang tepat untuk dilaksanakan mengingat kurangnya
pengetahuan para korban mengenai hak serta mekanisme untuk
memperoleh restitusi. Sedangkan korban cenderung kurang mendapatkan
dukungan oleh peran serta aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim)
untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dengan menyampaikan
hak mereka. Terlebih lagi, masyarakat belum mengetahui dan memahami
terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi
lainnya dalam hal mengenai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam
mendapatkan hak-hak korban.
d. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa
Restitusi akan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan
terdakwa untuk membayar ganti kerugian berdasarkan putusan hakim
yang dibebankan kepadanya. Pertimbangan yang dilihat oleh hakim dalam
menjatuhkan vonis putusan terkait restitusi yaitu dari sisi terdakwa, hakim
akan melihat kesanggupan dari segi ekonomi terdakwa. Sebagaimana
hasil wawancara dengan Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum selaku hakim di
Pengadilan Negeri Makassar (wawancara tanggal 9 November 2016),
diperoleh keterangan bahwa:
“.....sebetulnya restitusi itu sama halnya dengan yang diatur dalam
Pasal 98 KUHAP, namun merupakan lex specialis yang diatur dalam
UU PTPPO. Restitusi harus disebutkan secara terperinci yang
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memuat hal-hal apa saja yang harus digantikan pada korban. Namun,
hakim juga harus melihat kemampuan dari si terdakwa, misalnya jika
terdakwa tidak mampu dari segi ekonomi bagaimana restitusi dapat
dijatuhkan. Seandainya ada permohonan restitusi yang diajukan oleh
penuntut umum, tidak mesti setiap pengajuan tersebut dikabulkan
seluruhnya oleh Majelis hakim dengan pertimbangan melihat
kemampuan dari terdakwa.”
Khusus mengenai pemberian restitusi terhadap korban, Soedjono
Dirdjosisworo berpendapat:60
“Namun, mengenai restitusi betapapun akan sukar dilaksanakan
karena apabila apa yang harus diterima korban dari pelaku atau
orang ketiga tidak dapat dipenuhi karena ketidakmampuan yang
benar-benar dapat dibuktikan atau karena pelaku tidak rela
membayar sebab ia harus menjalani pidana yang berat.”
Seperti yang dikemukakan diatas, kebanyakan pelaku yang
tergolong mampu dari segi finansial tidak mempunyai i’tikad baik kepada
korban untuk membayar restitusi. Pelaku beranggapan bahwa dengan
pidana penjara yang telah dijatuhkan dan akan dijalaninya, sudah
dipandang merupakan hukuman yang setimpal dengan penderitaan korban
dan setidaknya telah memberikan kepuasan batin pada korban sehingga
pemberian ganti kerugian sudah tidak diperlukan lagi.61
Padahal jika dilihat dari tujuannya, adanya sanksi restitusi yang
dijatuhkan diharapkan dapat menjadi upaya dalam mempengaruhi tingkah
60 Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Bandung: Citra
Aditya Bakti, hlm. 102.
61 Nur Azisa, op.cit, hlm. 306.
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laku pelaku (si terpidana). Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat
menyadari bahwa akibat dari perbuatannya telah menimbulkan
kerugian/penderitaan pada pihak lain. Sehingga dengan adanya restitusi
dapat menjadi pelajaran sekaligus memberikan pengaruh pada
masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang
tersebut.
B. Analisis Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Human Trafficking) dalam Putusan
Pengadilan Negeri Makassar
1. Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Makassar
terhadap Perkara Perdagangan Orang
Pada proses peradilan pidana, masih terjadi pengabaian dan bahkan
pelanggaran terhadap hak-hak individu korban. Putusan dengan
memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi pada korban tindak pidana
perdagangan orang masih jarang dilakukan.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan
Negeri Makassar, terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan
orang di kota Makassar sepanjang Tahun 2010 hingga 2015.
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Tabel 1
Data Perdagangan Orang Tahun 2010-2015
No. Tahun Jumlah Perkara Keterangan
1. 2010 1 Putus
2. 2011 - -
3. 2012 1 Putus
4. 2013 3 Putus
5. 2014 - -
6. 2015 2 Putus
Jumlah 7 Putus
Sumber : Pengadilan Negeri Makassar
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sepanjang Tahun
2010 hingga 2015, kasus tindak perdagangan orang yang telah diputus
oleh hakim dalam sidang pengadilan sebanyak 7 perkara yakni Tahun
2010 dan 2012 masing-masing sebanyak 1 perkara, 2 perkara di Tahun
2015, dan paling banyak di Tahun 2013 sebanyak 3 perkara. Namun di
Tahun 2011 dan 2014, tidak ada perkara mengenai tindak pidana
perdagangan orang yang diadili di Pengadilan Negeri Makassar.
Dalam bab ini, ada 3 (tiga) kasus tindak pidana perdagangan orang
yang diadili oleh Pengadilan Negeri Makassar. Fokus dari analisis pada
sub bab ini adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pemidanaan untuk setiap kasusnya dan terakhir akan
dianalisa mengenai sejauh mana pemenuhan hak restitusi yang ditempuh
dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar.
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Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penelitian
tentang pemenuhan hak restitsui bagi korban dalam perkara tindak pidana
perdagangan orang, berikut beberapa putusan pengadilan yang
menggambarkan kurangnya perlindungan hukum dan perhatian terhadap
kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dalam hal pemenuhan
hak restitusi, yaitu diantaranya:
1.1 Perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks
Dalam putusan perkara tindak pidana perdagangan orang dengan
nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks mengadili Wahyu Bongka alias Rezky
dan Suaib alias Aida yang pekerjaannya adalah seorang mucikari dengan
korban bernama Andini Larasati berusia 18 (delapan belas) tahun dan Andi
Nur Ainun berumur 17 (tujuh belas) tahun. Terdakwa I dan terdakwa II
melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan menggunakan Blackberry
Messenger (BBM), jika ada pelanggan yang memesan perempuan
mempunyai tarif atau harga dimana pelanggan harus membayar kepada
terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian
dibagi yaitu terdakwa I Wahyu Bongka alias Rezky mendapat bagian
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II Suaib alias Aida
mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selebihnya sebesar Rp.
700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bagian perempuan yang telah
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melayani pelanggan.
Pada hari Minggu 16 Agustus 2015 sekitar pukul 03.10 terdakwa I
dan II menerima telepon dari saksi Brigpol Taswin Zardi yang menyamar
sebagai pelanggan dan mengaku bernama Andi Wiwin melalui media
sosial online (Blackberry Messenger) meminta disiapkan wanita guna
melayani para pelanggan. Kemudian terdakwa I mengirimkan foto-foto
wanita kepada saksi Brigpol Taswin alias Andi Wiwin dan menyampaikan
tarif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian saksi
menentukan hari dan tempat untuk bertemu.
Selanjutnya pukul 21.45 Wita terdakwa I Wahyu Bongka alias Rezky
dan terdakwa II Suaib alias Aida mengantar saksi korban Andini dan saksi
korban Ainun ke hotel Ibis di Jalan Maipa Makassar dengan tujuan
melayani pelanggan. Setelah terdakwa I bersama saksi korban bertemu
dengan saksi Brigpol Taswin alias Andi Wiwin langsung memperkenalkan
terdakwa I kepada temannya yaitu Brigpol Dhanni Mopilie yang menyamar
bernama Rio. Setelah itu terdakwa, I, terdakwa II, Brigpol Taswin alias Andi
Wiwin, dan Brigpol Dhanni Mopilie alias Rio bersama-sama dengan saksi
Andini dan sakis Ainun menuju ke kamar lantai 6 (enam) dan setelah itu
saksi Rio menyerahkan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) kepada terdakwa I. Selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi
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Brigpol Taswin mengenai kamarnya, lalu terdakwa I, Brigpol Taswin, dan
saksi korban Andini turun ke lantai I dan pada saat di lantai 1 terdakwa I,
terdakwa II, dan saksi korban Ainun, Andini, dan Sheila langsung
diamankan dan dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda
Sulsel.
Atas perbuatannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan alternatif pertama
perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, dakwaan alternatif
kedua diatur dan diancam Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1)
ke- 1 KUHP. Selanjutnya pada surat dakwaan alternatif ketiga perbuatan
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun
2002 tentang perlindungan Anak dan surat dakwaan alternatif keempat
diatur dan diancam dengan Pasal 88 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Adapun setelah diuraikannya fakta-fakta dipersidangan Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dan ketiga yaitu yang
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menyatakan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat UU RI
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83
UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Oleh karenanya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada
pokoknya permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:
1. Menyatakan terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky bersama-sama
dengan terdakwa Suaib alias Aida, bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83 UU RI Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama
terdakwa ditahan, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dirampas untuk
Negara.
- 1 (satu) paket kondom merek sutera isi 3 (tiga), 1(satu) bah
handphone Blackberry type tourchy warna hitam, 1 (satu) buah
handphone merek Prince warna cokelat, 1 (satu) buah handphone
merek Samsung lipat warna putih, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Selanjutnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang dalam
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amar putusannya mengadili :
1. Menyatakan terdakwa I. Wahyu Bongka Alias Rezky dan terdakwa II
Suaib Alias Aida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “perdagangan orang dan perdagangan anak
bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Wahyu Bongka Alias Rezky
dan terdakwa II Suaib Alias Aida masing-masing dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut
tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Dirampas untuk
Negara.
- 1 (satu) paket kondom merek sutera isi 3 (tiga), 1 (satu) buah
handphone Blackberry type tourchy warna hitam, 1 (satu) buah
handphone merek prince warna cokelat, 1 (satu) buah handphone
merek Samsung lipat warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Menurut Penulis, Perkara tindak pidana perdagangan orang yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Register Perkara
No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks sudah tepat dan sesuai dengan sanksi
bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU
PTPPO, yakni dikenakan ancaman pidana dengan menggunakan sistem
kumulatif dimana hakim diharuskan menjatuhkan dua jenis pidana
bersama-sama yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam kasus
tersebut terdakwa yang merupakan mucikari dikenai sanksi pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh
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juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Dalam pembuktian di persidangan perbuatan terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 UU PTPPO
jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak.
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada
perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan
pada fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan dan unsur-unsur
kesalahan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang.
Hal ini dimuat di dalam putusan seperti dakwaan JPU, keterangan
terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum
pidana.
Namun Penulis tidak sependapat jika dalam perkara ini yag
digunakan adalah Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Mengingat korban
yang diperdagangkan oleh terdakwa Wahyu Bongka alias Rezky dan Suaib
alias Aida adalah anak yang masih dibawah umur maka jauh lebih tepat
jika digunakan Pasal 17 UU PTPPO, yang menegaskan bahwa jika tindak
pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak, maka ancaman
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
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1.2 Perkara Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks
Putusan perkara tindak perdagangan orang atas nama Hasnia alias
Bunda Binti Dg. Mola dan Ilham Upa alias Ilo Bin Upa dilakukan terhadap
korban bernama Nurfadillah yang berusia 14 (empat belas) tahun. Berawal
dari informasi masyarakat yang tidak mau disebutkan identitas dirinya
bahwa terdakwa I Hasnia alias Bunda binti Dg, Mola bersama-sama
dengan terdakwa II Ilham Upa alias Ilo Bin Upa sering memperdagangkan
orang atau anak dibawah umur dengan tujuan untuk eksploitasi seksual.
Saksi Gani Alamsyah Hatta, S.IK yang merupakan anggota Polri pada
Polda Sulselbar menyamar dengan nama Mas Dani dan berpura-pura
sebagai pelanggan.
Kemudian saksi Gani Alamsyah Hatta, S.IK alias Mas Dani
menelpon terdakwa I dan berpura-pura memesan perempuan yang masih
dibawah umur dengan bayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). Pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2013 sekitar jam 16.30
bertempat di Hotel Celebes, terdakwa I dan II membawa dan
memperkenalkan saksi korban Nurfadillah kepada Saksi Gani Alamsyah
Hatta, S.IK alias Mas Dani untuk kemudian sesuai kesepakatan saksi
korban akan digauli layaknya suami istri.
Oleh karena perbuatannya, pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut
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Umum dengan surat dakwaan alternatif, yaitu pada surat dakwaan
pertama diatur dan diacam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dakwaan alternatif kedua diatur dan diancam Pasal 88 UU
Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan alternatif
ketiga perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pasal 296 KUHP jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP,.
Adapun setelah diuraikannya fakta-fakta dipersidangan Majelis
Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu yang menyatakan
terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
Oleh karenannya Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Makassar agar menjatuhkan putusan :
1. Menyatakan terdakwa I Hasnia alias Bunda binti Dg, Mola dan
terdakwa II Ilham Upa alias Ilo Bin Upa terbukti bersalah
bersama-sama melakukan tindak pidana perdagangan orang
sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan pertama
Pasal 2 (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hasnia alias Bunda binti Dg,
Mola dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II
Ilham Upa alias Ilo Bin Upa dengan pidana penjara selama 4 (empat)
tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dnegan
perintah para terdakwa tetap di tahan dan pidana denda
masing-masing Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
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Subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 302 warna putih.
2. 1 (satu) dos kondom merk Viesta dengan isi 3 (tiga) buah.
Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 lembar dan uang
tunai sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan
pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 lembar, uang pecahan
lima ribu rupah sebayak 6 lembar, uang pecahan dua ribu rupiah
sebanyak 1 lembar dan uang pecahan seribu sebanyak 1 lembar,
dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi Gany Alamsyah Hatta
alias Mas Dani;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Selanjutnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang amar
putusannya mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa I Hasnia alias Bunda Binti Dg. Mola dan
Terdakwa Ilham Upa alias Ilo Bin Upa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama
melakukan perdagangan orang;
2. MenghukumTerdakwa I Hasnia alias Bunda Binti Dg. Mola dan
Terdakwa Ilham Upa alias Ilo Bin Upa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)
bulan, denda sebesar masing-masing Rp, 120.000.000 (seratus dua
puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
1. 1 (satu) buah Hndphone merek Nokia type 302 warna putih
2. 1 (satu) dos kondom merek Viesta 3 ( tiga ) buah, Dirampas untuk
dimusnahkan.
3. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 lembar dan uang
tunai sebesar Rp. 83.000.- (delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan
pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 lembar, uang pecahan
seribu rupiah sebanyak 6 lembar dan uang pecahan dua ribu rupiah
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sebanyak 1 lembar dan uang pecahan seribu rupiah sebanyak 1
lembar. Dikembalikan kepada saksi Gany Alamsyah Hatta, S.IK
Alias Mas Dani.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
Putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks
telah sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dengan
memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan
perdagangan orang, yatu diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO jo.
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka pidana
hanya dapat djatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa. Pasal 2 UU
PTPPO mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seseorang baik
secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk eksploitasi,
dimana rumusan tindak pidananya sebagai berikut:
a. Adanya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang;
b. Adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasan atau posisi rentan,
penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat;
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c. Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali orang lain;
d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut; dan
e. Di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Adanya salah satu unsur saja di point a dan salah satu unsur di point
d dan e, maka orang yang melakukan tindakan tersebut (pelaku) dapat
dikenakan pidana berdasarkan Pasal 2 undang-undang ini.
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan mulai dari keterangan
terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti, penulis berpendapat
bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa
tidak sesuai. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan
diatas, Penulis berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai
dengan ketentuan UU PTPPO yang menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU
PTPPO jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagai pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi.
Menurut Penulis jika melihat perkara ini, mungkin akan jauh lebih
beralasan dan logis apabila Penuntut Umum mendakwakan Pasal 17 UU
PTPPO karena korbannya adalah anak dimana dijelaskan bahwa “Jika
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4
73
dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3
(sepertiga)”.
Kasus perdagangan orang yang menimpa anak dapat dianggap
sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Dengan
mengacu pada tujuan pemidanaan, seharusnya para pelaku tindak pidana
perdagangan orang dikenakan ancaman dan sanksi hukuman yang
maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.
1.3 Perkara Nomor 980/Pid.B/2010/PN.Mks
Berawal ketika saksi Pr. Risqi berkenalan dengan terdakwa Rudini
Ismail alias Dhoi di Retro’s cafe dimana terdakwa bekerja sebagai waters,
dan akhirnya perkenalan berlanjut menjadi pertemanan. Setelah beberapa
hari setelah perkenalan, terdakwa menelpon Pr. Risqi dan meminta Pr.
Risqi datang ke rumah terdakwa dan menginap. Saat saksi Pr. Risqi
datang menginap, terdakwa lalu menceritakan kepada saksi Pr. Risqi
mengenai kegiatannya selama ini yaitu mencarikan laki-laki yang ingin
berkencan (berhubungan badan) dengan wanita, dan bagi wanita akan
mendapatkan imbalan. Saksi Pr. Risqi pun merasa tertarik karena
mempunyai masalah dengan keuangan.
Pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 sekitar jam 18.30 Wita
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terdakwa lalu mengajak saksi Pr. Risqi untuk menemui Lk. Ko Hendra yang
telah menunggu di Hotel Mulia Jalan Nusantara Makassar. Lk. Ko Hendra
merupakan orang yang digunakan Kepolisian sebagai cepu/peluncur untuk
mengungkap kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa
dimana sebelumnya Lk. Ko Hendra telah menghubungi terdakwa dan
memesan dicarikan perempuan yang masih perawan karena ada tamu
yang memesan lalu terdakwa memasang harga Rp. 27.500.000,- (dua
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Namun belum sempat terdakwa
menerima apapun, tiba-tiba anggota Kepolisian membawa dan
menangkap terdakwa ke Polresta Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut.
Atas perbuatannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum
mengajukan dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan alternatif pertama
perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Selanjutnya pada surat dakwaan alternatif kedua
perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
83 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Adapun setelah diuraikannya fakta-fakta dipersidangan Majelis
Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu yang menyatakan
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terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 83
UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
Oleh karenanya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada
pokoknya permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makassar agar :
1. Menyatakan terdakwa Rudini Ismail alias Dhoi bersalah melakukan
tindak pidana Percobaan Perdagangan Anak sebagaimana dalam
dakwaan Penuntut Umum yaitu Dakwaan Pertama Pasal 10 jo. Pasal 2
ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudini Ismail alias Dhoi
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa
penahanan sementara yang telah dijalaini terdakwa dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua
puluh juta rupiah), subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).
Selanjutnya perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim yang amar
putusannya mengadili :
1. Menyatakan terdakwa : Rudini Ismail alias Dhoi Bin Amiruddin tersebut
diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana : “Percobaan Perdagangan Anak”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan
pidana penjara salama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.
120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
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selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).
Dengan demikian dari putusan tersebut pelaku terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Apabila melihat pada kasus tersebut, korban Risqi Andani termasuk
dalam kategori kelompok rentan yaitu berjenis kelamin perempuan dan
masih anak-anak. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan,
korban dapat dengan mudah percaya pada terdakwa Rudini Ismail alias
Dhoi yang menawarkan menjual keperawanan, juga pelaku saat itu
memanfaatkan situasi korban yang sangat membutuhkan uang. Menurut
Penulis, seperti yang telah dijelaskan dalam Perkara No.
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks dan Perkara Nomor 597/Pid.B/2013/PN.Mks
akan lebih tepat bila pelaku dijerat dengan Pasal 17 UU PTPPO yang
hukumannya jauh lebih berat terhadap pelaku.
Putusan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan
orang oleh hakim tersebut bersifat kumulatif (pidana penjara
dikumulatifkan dengan pidana denda) menujukkan sikap hakim dalam
memutus perkara dipengaruhi alam positivis/legalistik, apa yang
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dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali
dalam perkara Nomor 980/Pid.B/2010/PN.Mks.
2. Analisis Putusan Hakim dalam Pemenuhan Hak Restitusi
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dari kasus tindak pidana perdagangan orang tersebut diatas dapat
dilihat bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling
rentan menjadi korban, terlebih lagi dari kasus yang terungkap mayoritas
korban diperdagangkan untuk tujuan pelacuran atau bentuk ekploitasi
seksual lainnya. Hal ini merupakan salah satu dari kejahatan Hak Asasi
Manusia (HAM) dimana perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri
dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan
berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karenanya penting bagi
penegak hukum untuk memberikan perhatian khusus pada saat berurusan
dan berhadapan dengan korban.
Dalam UU PTPPO minimal satu tindakan/proses dilakukan dengan
minimal satu cara untuk tujuan minimal satu bentuk eksploitasi maka
seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perdagangan orang.
Persetujuan korban perdagangan orang, tidak akan menghilangkan
penuntutan terhadap pelaku.62 Berdasarkan undang-undang ini, dengan
62 Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
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persetujuan atau tanpa persetujuan dari korban, pelaku tindak pidana
perdagangan orang tetap dapat dituntut dan dipidana.
Ketiga putusan pengadilan tersebut diatas dalam menjatuhkan
sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada
terdakwa. Seperti yang diikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam
membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan
hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang
berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak
korban”.63 Sedangkan peran korban dalam persidangan lebih sebagai
bagian dari pencari kebenaran materil, yaitu sebagai saksi.64
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar
belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana
perdagangan orang. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan bahwa
perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat
abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan
yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya
bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan
bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti
Pidana Perdagangan Orang.
63 Dikdik Arif Mansyur dan Elistaris Gultom, op.cit, hlm. 46.
64 Rena Yulia, op.cit, hlm. 103.
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kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.
Bila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh
hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, pada hakikatnya
merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap
korban. Namun pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa
keadilan yang sempurna kepada korban.
Untuk kasus-kasus diatas, hakim sama sekali tidak menjatuhkan
hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban.
Praktis hal ini akan mencederai hak korban untuk memperoleh restitusi.
Munculnya putusan pengadilan demikian seakan hendak membenarkan
pendapat yang selama ini berkembang, bahwa dengan telah dijatuhkannya
pidana terhadap pelaku (terdakwa) maka dengan sendirinya perlindungan
terhadap korban telah diberikan. Padahal perlindungan demikian belumlah
memadai.
Dari uraian putusan dengan Nomor Perkara No.
1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks tersebut tentunya dapat dipergunakan sebagai
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
pembayaran ganti kerugian (restitusi), yang mana telah terbukti terdakwa
menjual korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan memperoleh
keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Tak jauh berbeda, dalam perkara
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Nomor 980/Pid.B/2010/PN.Mks dan Perkara Nomor
597/Pid.B/2013/PN.Mks terungkap bahwa terdakwa sudah sering menjual
anak yang masih dibawah umur dan sangat mengharapkan keuntungan
dari perdagangan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Hakim di Pengadilan
Negeri Makassar yang mengadili perkara No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks,
Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum mengatakan (wawancara tanggal 9
November 2016) :
“..... dalam hal menjatuhkan putusan terkait restitusi, harus ada
permohonan terlebih dahulu yang diajukan oleh korban atau
penuntut umum, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal
48 UU PTPPO. Namun ternyata selama persidangan berlangsung,
mengenai pengajuan hak restitusi sebagai hak korban tidak pernah
disampaikan.”
Lebih lanjut dijelaskan:
“... Meskipun didalam putusan hakim tidak mencantumkan restitusi
yang harus diberikan pada korban, hal itu tidak akan membatalkan
putusan. Yang pada intinya, hukuman pokok telah dijatuhkan yaitu
pidana penjara dan denda. Dan tidak menutup kemungkinan untuk
korban dapat menuntut melalui gugatan perdata.”
Dari perkara tersebut tampak bahwa pertimbangan hakim
didasarkan pada alasan bahwa ganti kerugian (restitusi) tidak dicantumkan
dalam requisitoir atau tidak dimohonkan oleh korban. Alasan hakim
tersebut bertentangan dengan prinsip asas hukum acara pidana yaitu asas
hakim aktif, artinya sekalipun penuntut umum tidak mengemukakan hal-hal
81
tertentu ke pengadilan, namun jika hakim menganggap sesuatu hal itu
perlu diketahui, maka hakim bisa untuk mempertimbangkan hal-hal yang
tidak dimajukan oleh penuntut umum tersebut. Dalam hal akan
menjatuhkan putusan pidana pembayaran ganti rugi (restitusi), hakim wajib
menggali lebih dalam tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,
Pemeriksaan fakta dipersidangan terkait perbuatan pidana pelaku,
hakim seyogyanya juga mengungkap fakta kerugian korban. Hakim harus
peduli dengan penderitaan korban dengan memberitahu hak korban untuk
memperoleh ganti rugi Sehingga manakala ganti rugi tidak dicantumkan
dalam tuntutan pidana maka hakim atas dasar keadilan dapat saja
menerapkan pidana tambahan pembayaran ganti rugi atau menerapkan
syarat khusus bagi pelaku untuk membayar ganti rugi dalam penjatuhan
pidana bersyarat tanpa harus diisyaratkan permohonan itu harus
dicantumkan dalam tuntutan pidana.65
Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan restitusi
tidaklah mudah untuk diterapkan oleh para penegak hukum, nyatanya
berbanding terbalik antara apa yang tertera dalam undang-undang (law in
text) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (law in action).
Pelaksanaan restitusi tidak berjalan efektif karena hanya
65 Nur Azisa, op.cit, hlm. 277-278.
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dilimpahkan pada “niat” dan pemikiran konservatif aparat penegak
hukum.66 Oleh karenanya, cara berhukum tidak hanya menggunakan rasio
(logika) melainkan juga sarat dengan kenuranian atau compassion.67
Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya sering
tidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya
ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yang
hanya mengondisikan korban hanya sebagi saksi, tanpa mengkaji
penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk
mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.68
Sejak penyidikan di tingkat Kepolisian dan penuntutan di tingkat
Kejaksaan tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti kerugian (restitusi).
Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50
UUPTPPO. Menurut Penulis, Penuntut Umum kurang memperhatikan
ketentuan UU PTPPO khusunya mengenai restitusi yang menjadi hak
korban. Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian
seringkali dilupakan karena fokus perhatian penegak hukum hanya
berkonsentrasi pada penyelesaian perkara.
66http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-Kejah
atan.
67 Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 92.
68 C. Maya Indah, op.cit, hlm. 168-169.
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Hal ini juga disebabkan karena jaksa bertemu dengan korban hanya
dalam persidangan dan tidak pernah mengundang korban untuk dilakukan
pemeriksaan atau pemeriksaan tembahan, karena menganggap hal
tersebut sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) oleh
polisi. Maka demikian pertimbangan jaksa kerapkali adalah perspekstif
jaksa sendiri, keadaan dan pertimbangan korban tidak pernah
diproyeksikan jaksa dalam tuntutannya.69
Harusnya pengajuan restitsui dilaksanakan sejak korban melaporkan
kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dnegan penanganan
tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada
korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut
umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak
pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.70
Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi diperlukan upaya
semaksimal mungkin bagi penegak hukum untuk mewujudkan pemenuhan
restitusi sebagai cerminan perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini
menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka
69 Adhi Wibowo, op.cit, hlm. 140-141.
70 Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
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penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus
mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan
tersebut.
Fauzy Marasabessy menjelaskan bahwa diperlukan suatu
mekanisme baru dalam pengajuan permohonan restitusi dimana Jaksa
Penuntut Umum dapat memaksa pelaku tindak pidana dengan cara
menyita atau melelang harta benda pelaku sebagai jaminan pembayaran
uang restitusi. Sedangkan apabila pelaku berupaya menghindar untuk
membayar restitusi kepada korban, maka pelakunya tidak berhak
mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan
pembebasan bersyarat.71 Pendapat ini patut dijadikan alternatif dalam
perbaikan mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang.
Namun demikian, dibutuhkan waktu untuk memperkenalkan restitusi
di tengah sistem hukum sebagai sebuah paradigma baru dalam lingkup
peradilan pidana. Sosialisasi Undang-undang yang berkaitan dengan
perlindungan korban perdagangan orang perlu ditingkatkan semua lapisan
masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban
71 Fauzy Marasabessy, “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran
Mekanisme Baru”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 68.
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perdagangan orang. Sumber daya manusia penegak hukum di setiap
instansi harus mampu memahami dan menguasai tindak pidana
perdagangan orang khususnya mengenai restitusi.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis
menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:
1. Peranan penegak hukum dalam menangani pemenuhan hak restitusi
kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu:
a. Peran Penyidik
Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan
kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh
Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
dilakukan. Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang
bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya:
bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan
sebagai dasar mendapakan restitusi (pengeluaran-pengeluaran,
pengobatan berupa kwitansi/bon) dan harus dilampirkan bersama
berkas perkaranya.
b. Peran Penuntut Umum
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Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban
tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut
Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban
akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan
c. Peran Hakim
Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi
baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan
pengadilan. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti
kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang
harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik
kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana
pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban
dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial
ekonominya.
2. Bahwa faktor-fakor kendala yang menghambat penerapan restitusi
dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yaitu:
a. Faktor undang-undang yaitu rerjadi tumpang tindih peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi
yang dapat yakni PP No. 4 Tahun 2008 tentang Pemberian
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Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP
Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Resrtitusi, dan
Rehabiliasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, KUHAP,
UU PSK serta UU PTPPO. Selain itu, ketentuan mengenai daya
paksa bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum
memberikan implikasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan
terhadap korban
b. Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi dalam Pasal 48
sampai Pasal 50 UU PTPPO.
c. Kesadaran hukum korban, dimana kurangnya pengetahuan para
korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi
d. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa yaitu Restitusi akan sangat
bergantung pada kemampuan dan kemauan terdakwa untuk
membayar ganti kerugian
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap putusan
Perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks, Perkara Nomor
597/Pid.B/2013/PN.Mks, dan perkara Nomor 980/Pid.B/2010/PN.Mks
hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa
pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Penegakan hukum
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yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar belum memberikan
perlindungan secara serius bagi korban tindak pidana perdagangan
orang. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya
fokus pada penghukuman kepada terdakwa.
B. Saran
1. Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman
kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi
dan Hakim sebagai pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan
hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme
restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga
penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal
dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang.
3. Perlunya memberikan pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal
maupun non-formal secara berkesinambungan mengenai tindak
pidana perdagangan orang dan adanya restitusi terhadap korban, agar
masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.
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